
3. ·········· 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur/T engah/Barat; 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa 
Yogyakarta; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal 
Tahun Anggaran 2010; 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
dilakukan agar Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 
2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang 
Undang Nomor 32 T ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama 
Walikota - T egal telah menyempurnakan Rancangan Peraturan 
Daerah Kota T egal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kata T egal T ahun Anggaran 2010 sesuai dengan 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/464/2009 tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang 
Anggaran Pendapatan dan Beranja Daerah Tahun Anggaran 2010 
dan Rancangan Peraturan Walikota Tegal tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2010 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TEGAL, 

TENT ANG 

NOMOR 8 TAHUN 2009 

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL 

Mengingat 

Menimbang 



13 . 

3. Undang-Undang Nomor 13 T ahun 1954 tentang Perubahan 
Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Repubrik Indonesia Nomor 4389); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
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23 .. 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574); . 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 T ahun 2007 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 
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Menetapkan . 

MEMUTUSKAN: 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTATEGAL 

dan 
WALIKOTA TEGAL 

31. Peraturan Daerah Kata Tegal Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal 
Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2009 
Nomor6). 

30. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16); 

29. Peraturan Daerah Kota T egal Nomor 5 T ahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 
Nomor 3); 

28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan 
Pengundang dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- 
undangan; 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 T ahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
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b . 

a. Dana Bagi Hasil Pajak I Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 22.855.097.000,- 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pendapatan : 

Rp. 723.683.000,- 

Rp. 56.355.485.000,- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah 

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 11.089.340.000,- 

Rp. 10.964.448.000,- b. Retribusi Daerah sejumlah 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

sejumlah 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pendapatan: 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 79.132.956.000, 

Rp. 292.125.415.000, 

Rp. 26.832.872.000,- 

b. Dana Perimbangan sejumlah 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah 

Pasal2 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

56.763.725.000,- 

0,- 

Rp. 

Rp. 

Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp. b. Pengeluaran 

58.426.569.000,- 

1.662.844.000,- 

Rp. a. Penerimaan 

3. Pembiayaan Daerah: 

2. Belanja Daerah 

1 . Pendapatan Daerah Rp. 398.091.243.000, 

Rp. 454.854.968.000, 

Rp. (56.763.725.000,-) Surplus I ( Defisit) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2010 sebagai 

berikut: 

Pasal1 

Menetapkan : PERA TURAN DAERAH KOTA TEGAL TENT ANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 
ANGGARAN 2010. 
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(2) . 

Rp. 58.426.569.000,- 

Rp. 1.662.844.000,- 

a. Penerimaan sejumlah 

b. Pengeluaran sejumlah 

Pasal4 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

Rp. 28.768.925.000, 

Rp. 103.619.106.000, 

Rp. 60.552.591.000,- 

a. Belanja Pegawai sejumlah 

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah 

c. Belanja Modal sejumlah 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: 

belanja: 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 211.347.553.000,- 

b. Belanja Sunga sejumlah Rp. 272.488.000,- 

c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 21.475.249.000,- 

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 26.195.056.000,- 

e. Belanja Bantuan Keuanqan sejumlah Rp. 624.000.000,- 

e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2. 000. 000. 000 .- 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

Rp. 261.914.346.000, 

Rp. 192.940.622.000,- 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah 

b. Belanja Langsung sejumlah 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

Pasal3 

Rp. 12.163.441.000,- Lainnya sejumlah 

Rp. 14.669.431.000,- Daerah Lainnya sejumlah 

b Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah 

Rp. 244.580.618.000, 

Rp. 24.689.700.000,- 

b. Dana Alokasi Umum sejumlah 
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Pasal 6 . 

(4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mencakup: 

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 

yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang 

disebabkan oleh keadaan darurat. 

c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi 

kriteria sebagai berikut : 

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat 

diprediksikan sebelumnya; 

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan 

mendesak. 

Pasal5 
(1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum 

tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, 
dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

365.844.000,- Rp. b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah 

1.297.000.000,- 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 
sebelumnya Rp. 30.175.212.000,- 

b. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal ( lnvestasi) Daerah Rp. 28.251.357.000, 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: 

a. Penyertaan Modal ( lnvestasi ) Pemerintah Daerah 

sejumlah Rp. 
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Pasal 8 . 

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 

Pasal7 

12. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum 

Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; 

13.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;dan 

14.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah. 

11. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; 

10. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

9. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( lnvestasi) Daerah; 

8. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 

6. Lampiran V Rekapitulasi Rancangan Belanja Oaerah Untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Oaerah dan Fungsi dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

7. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

5. Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana menurut Jenis Pendapatan 
dan Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran; 

Rekapitulasi Rancangan Belanja menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 

4. Lampiran IV 

Rincian Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

3. Lampiran Ill 

Ringkasan Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Organisasi; 

2. Lampiran II 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
1. Lampiran I Ringkasan Rancangan APBD; 

Pasal6 
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EOYPRANOWO 
LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 8 

I. 
I 

~ Diundangkan di Tegal 
pada tanggal 30 Desember 2009 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL 
/ 

WALIKOTA TEGAL, 

Ditetapkan diTegal 
pada tanggal 30 Desember 2009 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Pasal8 

 


